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PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT;
melawan

TERGUGAT
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan,
Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 15 Januari 2024 pada pokoknya
mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2003, telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan
tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
XXXXXXX, tertanggal 01 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas
hingga terakhir kumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) anak
bernama:
2.1. ANAK 1, tinggal bersama dengan Penggugat;
2.2. ANAK 2, tinggal bersama dengan Penggugat;
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3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun pada tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran
yang disebabkan:
3.1. Tergugat jarang menafkahi Penggugat dikarenakan Tergugat
malas bekerja, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat
untuk rajin bekerja namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat
Penggugat;
3.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang
marah-marah, bahkan Tergugat sering membanting dan merusak
barang-barang yang ada di rumah;
4, Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2023, disebabkan
permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak
sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya
Tergugat mengembalikan Penggugat kepada keluarga Penggugat dan
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak
pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah selama 9 bulan tersebut, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak
menghiraukan Penggugat;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk
suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana
dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus
karena perceraian;
7. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa
iddah sesuai dengan ketentuan syara’, namun Penggugat tidak menuntut
nafkah kepada Tergugat selama masa iddabh;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Marabahan Cg. Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat dan Penggugat
menyatakan telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasihati Penggugat dan
Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat
tersebut, Pengadilan berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk
mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dicabut, oleh karena perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera
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Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
57/Pdt.G/2024/PA.Mrb dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk
mencatat pecabutan perkara tersebut pada register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Mohammad
Sahli Ali, S.H., Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai
Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang
Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh
Bariah, S.H.l sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.
Panitera Pengganti,
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Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

. Pendaftaran :Rp 30.000,00
. Proses :Rp 75.000,00
. Panggilan :Rp 24.000,00
PNBP :Rp 30.000,00
. Redaksi :Rp 10.000,00
. Meterai Rp_10.000,00
Jumlah Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
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